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PUTUSAN
Nomor 693/Pdt.G/2024/PA.Mig

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, kuasa asuh/hadlanah dan hak
nafkah anak antara:

PENGGUGAT, NIK ................ , lahir di Blitar, pada tanggal XXXX (umur

34 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota

Malang;
Penggugat;
Lawan
TERGUGAT, NIK ................ , lahir di Malang, pada tanggal XXXX (umur

36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan
Driver Online (Grab), bertempat tinggal di Kota Malang;
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-
bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Maret 2024,
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor
693/Pdt.G/2024/PA.MIlg tanggal 27 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada
tanggal XXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: ................ yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota
Malang, tanggal XXXX;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 693/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan
Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan
bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kota Malang
selama 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah
orangtua Penggugat di Kota Malang selama 10 tahun 4 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak yang masing-masing bernama:

a. ANAK | PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK. .......ccce.... , lahir di
Malang, XXXX / 10 tahun (saat ini berada dalam asuhan Penggugat);
b. ANAK Il PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK. .......cc...... , lahir di

Malang, XXXX / 6 tahun (saat ini berada dalam asuhan Penggugat);
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik,
rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Januari tahun 2023
ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat
terhitung sejak awal tahun 2023 karena Tergugat bekerja hanya untuk
dirinya sendiri sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi
kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa
Penggugat bekerja sendiri dan terkadang masih dibantu oleh orang tua
Penggugat;
b.  Tergugat telah selingkuh dengan beberapa perempuan lain, yakni
antara Tergugat dengan perempuan-perempuan tersebut saling
berkomunikasi melalui sosial media (whatsapp) kemudian Tergugat
pernah terlihat sedang bermesraan dan jalan bersama dengan
perempuan tersebut bahkan Tergugat pernah memberikan hadiah untuk
perempuan tersebut namun ia tidak memberikan nafkah wajib kepada
Penggugat;
c. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya,
yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan
Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli kebutuhan primer
dan bahkan ia kurang memperhatikan biaya pendidikan anaknya;
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5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada
bulan September tahun 2023, kemudian Tergugat tanpa pamit pergi
meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang pulang dan bertempat
tinggal dirumah orang tua Tergugat sendiri di alamat yang tersebut diatas,
sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama
kurang lebih 6 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat jarang
mengadakan komunikasi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah
lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya
Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan
hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah
berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak
ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena
kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud
sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa mengenai 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang masing-
masing bernama: ANAK | PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK. ................ ,
lahir di Malang, XXXX / 10 tahun dan ANAK Il PENGGUGAT dan
TERGUGAT, NIK. .............. , lahir di Malang, XXXX / 6 tahun, oleh karena
anak tersebut masih di bawah umur (belum mumayyiz) dan selama ini anak
tersebut dirawat dan diasuh sepenuhnya oleh Penggugat, apabila di asuh
oleh Tergugat, Penggugat kawatir kurangnya perhatian dan masa depan
terhadap anak tersebut. Maka Penggugat mohon agar ditetapkan anak
tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

8. Bahwa nafkah 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang masing-
masing bernama: ANAK | PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK. ............... ,
lahir di Malang, XXXX / 10 tahun dan ANAK Il PENGGUGAT dan
TERGUGAT, NIK. ............... , lahir di Malang, XXXX / 6 tahun, Penggugat
meminta setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
ditambah dengan biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;
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Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan
gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar
berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT (alm));
3. Menetapkan 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing
bernama: ANAK | PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK. ........cccce.. , lahir di
Malang, XXXX / 10 tahun dan ANAK Il PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK.
................ , lahir di Malang, XXXX / 6 tahun, karena belum mumayyiz dan
selama ini anak tersebut dirawat dan diasuh sepenuhnya oleh Penggugat,
berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menetapkan nafkah 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang masing-
masing bernama: ANAK | PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK. ............... ,
lahir di Malang, XXXX / 10 tahun dan ANAK Il PENGGUGAT dan
TERGUGAT, NIK. ......cc..ee. , lahir di Malang, XXXX / 6 tahun, setiap
bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan biaya
pendidikan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;
Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) Nomor 693/Pdt.G/2024/PA.MIg tanggal 01 April 2024 dan Nomor
693/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 23 April 2024 yang dibacakan di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang
sah;
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Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT

NIK oo, tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan

sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

2.  Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang

Nomor ................ tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah

dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3.  Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK | PENGGUGAT

dan TERGUGAT Nomor ................ tanggal XXXX, yang dikeluarkan

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang,
bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi

tanda P.3;

4.  Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK i

PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor ................ tanggal XXXX, yang

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan

aslinya, diberi tanda P.4;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1,

pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
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- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah
suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah
dan terakhir tinggal bersama di rumah saksi, dan selama menikah
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak saling bertegur sapa sejak
setahun yang lalu disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat
tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga
menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain, saksi
mengetahui hal tersebut ketika melihat foto kurang etis Tergugat di
media sosial instragram wanita tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah
tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023 yang lalu hingga
sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara
Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, kedua anak Penggugat
dengan Tergugat tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh
Penggugat. Selain itu, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik
serta bertanggung jawab oleh masyarakat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk
mendamaikan;
2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,
pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah
suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah
dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan
selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
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- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak harmonis, namun saksi tidak mengetahui apa
masalahnya, dan hanya mengetahui kalau Tergugat menggunakan
foto perempuan lain di profil media sosial whatsappnya;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah
tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023 yang lalu hingga
sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara
Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, kedua anak Penggugat
dengan Tergugat tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh
Penggugat. Selain itu, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik
serta bertanggung jawab oleh masyarakat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai driver online di
Jakarta, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya
karena tidak menentu;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk
mendamaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 693/Pdt.G/2024/PA.MIg tanggal 01 April 2024 dan Nomor
693/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 23 April 2024 yang dibacakan di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
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bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang
sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
125 ayat (1) HIR dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli figih yang
diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur’an juz Il
hal. 405 yang artinya berbunyi:

Al oY s s oy B Dl s (e S I 22 e
Artinya: “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Pengadilan, kemudian ia
tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan tidak punya
hak apapun”;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat
tidak pernah memberi nafkah wajib, kurang memperhatikan Penggugat beserta
anaknya, dan Tergugat telah selingkuh dengan beberapa perempuan lain. Hal
tersebut menyebabkan perpisahan tempat tinggal ketika Tergugat tanpa pamit
pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang pulang dan bertempat
tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri di alamat yang tersebut diatas,
sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama
kurang lebih 6 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat jarang
mengadakan komunikasi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir
dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat, karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685
KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;
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Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, serta 2 orang saksi yaitu SAKSI
1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu
mempunyai kekuatan yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende)
sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa
Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang. Dan oleh karenanya,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima,
memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu
mempunyai kekuatan yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende)
sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa
Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh
karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai
subyek hukum dalam perkara a quo, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran)
telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu
mempunyai kekuatan yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende)
sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa 2
(dua) orang anak bernama ANAK | PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki-laki,
lahir di Malang tanggal XXXX) dan ANAK Il PENGGUGAT dan TERGUGAT
(laki-laki, lahir di Malang tanggal XXXX), adalah anak-anak sah Penggugat
dengan Tergugat dalam perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 42
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 99 huruf a
Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah
memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat
(1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (vrij
bewijskracht) sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat dalam keadaan tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat hanya
mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak
harmonis, serta perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat
tanpa mengetahui penyebabnya, namun dalam sengketa perkawinan cukup
dibuktikan adanya keretakan/pecahnya rumah tangga antara suami istri
sebagai akibat hukum (rechts gevoig) serta tidak mungkin disatukannya
kembali tanpa melihat sebab-sebab/alasan-alasan hukum (vreem de oorzaak),
sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003
tanggal 8 Juni 2005 dan oleh karenanya maka majelis hakim dapat menerima
keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan
secara sah pada tanggal XXXX dan bertempat tinggal di rumah orang tua
Tergugat, kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah orang
tua Penggugat, dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
harmonis, hingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal sejak bulan
September tahun 2023 yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah
tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha
tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, kemudian rumah tangganya dalam keadaan tidak
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harmonis, hingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal sejak bulan
September tahun 2023 yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah
tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam
yang terkandung dalam Kitab Figh Sunnah Juz Il halaman 248 yang berbunyi
sebagai berikut:

S cl ol axzrg i)l iy iolal sad blses cais 13
lelio o 8 uinsdl plgs azo HlayY las slsYl OlSs ol
aisl asll leallo lagin tloYl o< (uolall j=eg

"Jika gugatan istri telah terbukti di persidangan, baik dengan alat-alat bukti
yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami, sedangkan
perbuatan suami tersebut menyebabkan istri tidak dapat mempertahankan
hubungan rumah tangga dengannya serta keduanya tidak bisa dirukunkan lagi,
maka hakim boleh menceraikannya dengan talak ba'in";

Bahwa, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum
dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17
Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok, hidup
berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak
berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan
fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/hadlanah,
Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh
anak/kuasa asuh/hadhanah 2 (dua) orang anak bernama ANAK | PENGGUGAT
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dan TERGUGAT (laki-laki, lahir di Malang tanggal XXXX) dan ANAK I
PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki-laki, lahir di Malang tanggal XXXX), agar
ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat tidak
mengajukan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbangkan, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti P.3 dan P.4, sebagaimana telah di pertimbangkan
dalam pertimbangan tentang perceraian dan juga menjadi pertimbangan dalam
pertimbangan tentang kuasa asuh/hadhanah, ini;

Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah
terbukti pula bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak bernama ANAK | PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki-laki, lahir di Malang
tanggal XXXX) dan ANAK Il PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki-laki, lahir di
Malang tanggal XXXX), dimana kedua anak tersebut belum mumayyiz / di
bawah 12 tahun dan masih membutuhkan asuhan, perawatan dan pembinaan
dari orang tuanya agar anak tersebut dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaannya;

Bahwa dalam masalah sengketa kuasa asuh/hadhanah anak,

Rasulullah SAW memberikan pedoman didalam sabdanya:

ta) cdlis . alwg ade alll o alll Joaw, | wsls sLel o
Eliuw ad oy Eleg o) (iday OIS 13n il Ol + alll Jouw, L
1L wonio at i Ol olg aicille oL 0lg €lg> al s,%29
oSLally sigudls 3905 o5l olg ) «axSis o) Lo oy §>1 cuil»
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“Ada seorang ibu datang dan bertanya kepada Rasulullah SAW seraya berkata:
Wahai Rasulullah ! (bagaimana hukum tentang hadlonah anakku ini ?) padahal
sesungguhnya akulah yang mengandung (melahirkan) anakku, air susukulah
yang diminumnya dan akulah yang merawat dan membesarkannya, sedangkan
bapaknya (suamiku) telah menceraikanku dan berusaha memisahkannya
dariku. Beliau menjawab “Sesungguhnya kamulah yang lebih berhak
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mengasuhnya daripada bapaknya (mantan suamimu) selama kamu belum
menikah lagi”. (HR. Abu Dawud, Baihaki dan Hakim)

Bahwa para pakar hukum Islam (fugaha’) juga lebih mengedepankan
ibu atau pihak perempuan untuk mengasuh anak-anaknya daripada bapak atau
pihak laki-laki, sebagaimana dikutip oleh DR. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya al
Figh al Islam wa Adillatuh fi as Syariat al Islamiyat:

izl a0 cwn jan e pe—an —olerll sl gaall pa 9§
] saly (awl eV failaxll gl GUYI lglezs 1o giamoll
JlabW a0 Mo il (g plall (e uolg viw il
“Demi kepentingan anak, para pakar hukum Islam (fugaha’) lebih
mengedepankan (memberikan kepada) pihak perempuan daripada pihak laki-
laki dalam pemeliharaan anak-anaknya, karena perempuan lebih sayang, lebih
perhatian terhadap pendidkannya, lebih sabar dan lebih mempunyai banyak
waktu untuk mendampingi anak-anaknya”.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam,
selengkapnya berbunyi sebagai berikut “Dalam hal terjadinya perceraian : a.
pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun
adalah hak ibunya”, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih
dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas,berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan keberadaan
anak Penggugat dan Tergugat dimaksud sekarang ini sudah berada dalam
asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan
Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan
gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka
Majelis Hakim harus menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat
yang bernama ANAK | PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki-laki, lahir di Malang
tanggal XXXX) dan ANAK Il PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki-laki, lahir di
Malang tanggal XXXX), berada di bawah hadhanah Penggugat hingga anak
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tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa sekalipun kedua anak yang dimaksud ditetapkan di
bawah hadhanah Penggugat selaku ibunya, akan tetapi tidak boleh
memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya, dan
Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu
mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap
kedua anaknya;

Menimbang, bahwa agar perkembangan psikis anak tersebut dapat
tumbuh kembang seimbang dengan pertumbuhan fisiknya, maka anak harus
tetap bisa berhubungan dengan kedua orang tuanya, untuk mendapatkan kasih
sayang yang berimbang, serta agar anak tersebut tidak terpisahkan/terasing
dari salah satu orangtuanya yang lain (parent alienation syndrome), maka
Penggugat tetap harus memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat
untuk bisa berhubungan dengan kedua anak tersebut dalam waktu-waktu
tertentu, untuk bertemu dan berkomunikasi guna mencurahkan kasih
sayangnya, baik secara langsung atau secara daring/online dengan tidak
mengganggu kesehatan dan atau kegiatan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses
(kesempatan) kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan kedua anak
tersebut, maka keadaan ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk
mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat, sebagaimana
ditentukan dalam Surat Edaran Mahakamah Agung R.l. Nomor 1 Tahun 2017
Tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim
memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah 2 (dua)
orang anak bernama ANAK | PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki-laki, lahir di
Malang tanggal XXXX) dan ANAK [l PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki-laki,
lahir di Malang tanggal XXXX), kepada Tergugat sejumlah Rp.2.000.000,00
(dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat tidak
mengajukan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan Pasal 41 huruf b menyatakan “Bapak yang bertanggung
jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak
itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban
tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dasar pertimbangan dalam
menentukan besaran nafkah anak yang harus dibayarkan Tergugat pada
Penggugat, harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan rasa
kepatutan serta keadilan bagi kedua belah pihak, dan berdasarkan bukti di
persidangan Tergugat bahwa Tergugat bekerja sebagai Driver Online oleh
karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat untuk biaya dua orang
anak anak sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan adalah
sudah sesuai dengan kemampuan dan kepatutan oleh karena itu majelis Hakim
menetapkan nafkah untuk dua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
ANAK | PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki-laki, lahir di Malang tanggal XXXX)
dan ANAK Il PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki-laki, lahir di Malang tanggal
XXXX), adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai
anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun/telah menikah, diluar biaya
pendidikan dan kesehatan, sebagaimana bunyi amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa kebutuhan biaya untuk anak tentu akan terus
bertambah sesuai dengan perkembangan dan bertambahnya umur anak
tersebut, sehingga biaya yang tercantum dalam putusan ini adalah biaya
minimal dan harus ada kenaikan setiap tahunnya, oleh karena itu biaya
hadhonah dan nafkah anak perlu ditentukan kenaikan setiap tahunnya sebesar
10% dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai
Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
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Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh/hadlanah

terhadap 2 (dua) orang anak bernama ANAK | PENGGUGAT dan

TERGUGAT (laki-laki, lahir di Malang tanggal XXXX) dan ANAK I

PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki-laki, lahir di Malang tanggal XXXX),

dengan ketentuan Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk

bertemu dengan kedua anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat

untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahunnya di luar biaya pendidikan

dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21

tahun);

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Senin tanggal 29 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal
1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis,
Drs. Wanjofrizal dan Dra. Hj. Sriyani, M.H. sebagai Hakim Anggota dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muti‘atulilah, S.H.,
M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;
Ketua Majelis,
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Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Wanjofrizal Dra. Hj. Sriyani, M.H.
Panitera Pengganti,

Muti‘atulilah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.

ok 0D
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PNBP Rp 60.000,00
Proses Rp 100.000,00
Panggilan Rp 450.000,00
Sumpah Rp 100.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
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